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TIAP.
J&m diberiakukan bagi pejabat eselon I, il, dan panewu.

Yankes Tak Tersentuh,
Eselon II-III Tetap Ngantor

Skema WFH di Kota Jogja dan Gunungkidul

JOGIA - Pemkot Jogja dipastikan mengikuti arahan pe-

FH).
Namun, ada larangan khusus bagi pegawai negeri sipil
(PNS) eselon dua dan tiga bekerja dari rumah.

‘Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, pegawai
dengan tingkatan jabatan eselon tiga ke atas memang

ilarang WFH. Lantaran memiliki tanggung jawab besar
di birokrasi. lian j: di bawah diperboleh:
Kan iap hari Jumat. Kebijakan WFH

an hari libur nasional.

i 187 orang, 1 0]
Bada33 d
eselon 11 B ada 101 orang. :

"Eselon dua, eselon tiga ke atas masih masuk seperti
biasa. Hanya di bawahnya yang boleh WFH;" ujar Hasto
feluen . 9

Perwakilan DIJ, Kamis (2/4).

dengan masyarakat juga tidak menerapkan WEH. Misal-
kemantren, puske

an, Satpol PP layanan kependudukan, hingga Mall Pelay-
‘anan Publik (MPP).

t arahan pemerintah pusat untuk penghematan bahan ~ |
o d anbabah |

BBM bagi kendaraan dinas. Kebijakan ini akan ditindak-
lanjuti dengan surat edaran.

jatah BBM kendaraan dinas mobil lima liter per hari. Se-
‘mentara kendaraan dinas sepeda motor hanya satu liter
perhari. i \WFH
atau selama empat hari,

di Pemkot Jogja mencapai Rp 10,7 miliar setahun. Jika
‘mampu dikurangi 40 persen maka pengeluaran BBM
bisa efisiensi menjadi sekitar Rp 6 miliar per tahun.

Selain itu, Pemkot Jogja nantinya juga akan menggelo-
rakan gerakan moral bagi pegawai untuk menggunakan
kendaraan tanpa BBM. Hasto mengaku akan memulai
gerakan itu pada kegi isa i

h. Besok

jalan kaki karena dekat, kata Hasto.
o 5

publik strategis seperti kesehatan.

Sekda Gunungkidul Sri Suhartanta mengungkapkan,
surat kebijakan dari pemerintah pusat baru diterima,
Rabu sore (1/4). Saat ini, pemkab masih melakukan pe-
‘metaan teknis sebelum implementasi.

“Suratnya baru kami terima. Minggu ini masih libus,
jadi sekarang kami petakan dulu. Prinsipnya ada dua,
yakni transformasi kerja berbasis digital dan semafigat
efisiensi,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan
telepon, Kamis (2/4). A

penerapan WFH ‘

publik. Sejumlah i
dipastikan tidakmasuk dalam skemaitu. Peng:
ecualian akan diterapkan bagi pejabat eselon
11, eselon IIl, dan panewu di 18 kapanewon.
(inu/bas/laz/§)
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